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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR 91 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020  

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  

DI KABUPATEN SAMPANG 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

 
BUPATI SAMPANG, 

 
 
Menimbang  : a.  Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 
Pemerintah Daerah yang mengamanatkan perlindungan 

dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di 
daerah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan; 
  b.  bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas serta 

optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan di daerah; 

  c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program perlindungan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang. 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah  Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
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Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2918); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

5. Undang-Undang Nomor 17 .Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 
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9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 85  Tahun  2013  tentang  

Tata Cara  Hubungan  Antar  Lembaga   Badan   
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan 
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6427); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5714); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5730); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

253); 
22. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan 

Pelaksanaan; 
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 2); 

29. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 5); 
30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan 

Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 23). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG 

PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN 
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SAMPANG. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sampang (Berita 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 5), diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dirubah dan pada ayat 

(3) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf, sehingga 
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

(1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a terdiri atas: 
a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah; 

b. pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa; 
c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain 

Penyelenggara Negara; dan 

d. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang 
usaha jasa konstruksi. 

(2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: 
a. pekerja non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat 

Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah; dan 

b. pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah. 
(3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 

a. Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil; 
b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil;  
c. Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil; dan 

d. Badan Permusyawaratan Desa Non Pegawai Negeri 
Sipil. 

(4)  Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain 
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. pekerja pada perusahaan; dan 
b. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 

6 (enam) bulan. 
(5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha 

jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. pekerja harian lepas; 
b. pekerja borongan; dan 
c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. 

 
2. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 

9 berbunyi sebagai berikut: 
 

Paragraf 2 

Pekerja Yang Bekerja Pada  
Pemerintahan Desa 

 

Pasal 9 
Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja 

pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau 
Pejabat Kepala Desa. 

 

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 17 

(1) Penghitungan besaran iuran Program Perlindungan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja non 

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah dan 
Pemerintahan Desa sebagai berikut: 
a. Iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% x 

Upah Minimum Kabupaten yang berlaku; 
b. iuran jaminan kematian sebesar 0,3% x Upah 

Minimum Kabupaten yang berlaku; atau 
c. iuran jaminan hari tua sebesar 5,7% x Upah 

Minimum Kabupaten yang berlaku. 
(2) Penghitungan besaran iuran Program Perlindungan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja selain 

Penyelenggara Negara berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Tata cara pembayaran iuran Program Perlindungan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 
 

 
Ditetapkan di :  Sampang 

Pada tanggal   :   27 September 2022 
 

BUPATI SAMPANG, 
 
 

  
H. SLAMET JUNAIDI 

 
Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal :  27 September 2022  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 
 

 
YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19660711 198809 1 001 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 91 
 
 
 
 


